BAB Il

HUTANG DAN RAHN

A. Pengertian Hutang Piutang

Menurut ulama figih hutang piutang adalah transaksi antara dua
pihak, yang satu menyerahkan uang kepada yang lain secara sukarela
untuk dikembalikan kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang
serupa.’

Adapun hutang piutang adalah perjanian pembiayaan antara
satu atau dua pihak yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan
bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak
mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta
perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Dimana
penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman
pada waktu jatuh tempo dan pihak kedua hanya membenahi nasabah

atas biaya administrasi.?

YAbu Sura’i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, (Yogyakarta: Al-Ikhlas,
1993), h. 125.

’Karnaen Perwataatmadja dan Muhamad Syafi’i, Bank Islam, (Yogyakarta:
PT Versia Grafika, 1992), h. 106.
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Sedangkan pengertian hutang piutang dalam ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sama pengertiannya
dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
yang kedua suatu jumlah barang tertentu yang tidak menghabiskan
karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini
akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan
yang sama pula.®

Maksud kesimpulan di atas adalah setiap orang melakukan
perjanjian utang piutang dengan rahn secara syariah, pada dasarnya
konsep utang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-
gardhul hasan. Pada bentuk ini tujuannya adalah memenuhi kewajiban
moral sebagai jaminan sosial.

1. Dasar Hukum Hutang Piutang
Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua
kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer ataupun skunder dan
kebutuhan lainnya, untuk itulah mereka di tuntut untuk bekerja

keras guna untuk terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

®R Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata, (Ttp: Balai Pustaka, 2015), h.
451.
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Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling
tolong menolong (Ta’awun), gotong royong dan kerja sama dalam
hal kebajikan dan tagwa.

Sebagaimana yang menjadi dasar hukum tentang hutang piutang

dapat disandarkan pada anjuran Allah SWT dalam surat Al-Maidah

ayat 2
%14, }g,.a/c' PRl G Y
o Al ‘;.53‘) Q‘ju\.a.l‘)//d}“ ulf» ‘ij Y)
T hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikandan
tagwa.....”""

Dan di antara tolong menolong dengan cara yang baik dalam
melalui hutang piutang, dengan demikian pada dasarnya pemberi
utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus
sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan ayat ini
berarti bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus
didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang
dianjurkan oleh agama atau jika tidak, tidak ada larangan dalam
melakukannya, selanjutnya dalam transaksi utang piutang Allah
memberikan arahan-arahan agar berjalan sesuai dengan prinsip

Syariah yaitu menghindari dari penipuan, kesamaran, kedhzoliman

*Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Darus
Sunnah, 2002), h. 85.
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dan perbuatan yang dilarang oleh Allah lainya, pengaturan tersebut
yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara

tertulis hal ini disandarkan pada surat Al-Bagarah ayat 282:
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“’Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah
seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar.”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada larangan
untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang
sangatlah dianjurkan, sebab hal ini dapat membantu seseorang
untuk memenuhi kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Sedangkan
hukum dari pemberian hutang adalah Sunnah, namun akan menjadi
wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang orang yang
terlantar atau orang-orang yang sangat berhajat. Sebab apabila
prinsip setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi
hajat hidupnya.

Pertambahan Hutang Menurut Ulama Figih

Sejalan dengan keberagaman kebutuhan yang menuntut

untuk bisa terpenuhi maka sebuah utang dijadikan jembatan untuk

*Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., h. 282
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mencapai pemenuhan tersebut. Dalam hal ini banyak masyarakat
yang memaksakan keadaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya
sehingga memicu terjadinya berbagai cara dalam mencapai
kebutuhan yang diinginkannya, hal ini juga mempengaruhi terhadap
praktik akad dalam proses pegadaian, seperti dalam kasus nasabah
meminta pertambahan hutang dan perpanjangan waktu terhadap
barang yang sama yang digadaikannya dimana hal tersebut masih
dalam satu periode. Dalam Islam kasus semacam ini tidak
diperbolehkan karena akan menimbulkan kesamaran, kerancuan
dan kedzhaliman.

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum
dalam kasus penambahan hutang ini, seperti ulama Hanafiyah,
Muhammad, Hanabilah, dan suatu pendapat dari Imam Syafi’i
menyatakan tidak sah menambahkan hutang sebab dapat dianggap
akan rahn kedua, padahal borg berkaitan dengan rahn pertama
secara sempurna, sedangkan menurut Imam Malik, Abu Yusuf, Abu
Tusr, Al Majani dan Ibn al-Mundzir membolehkan pertambahan

tersebut sebab rahn kedua membatalkan rahn yang pertama.



62

Dengan demikian sama dengan menggadaikan satu borg untuk dua

utang.®

B. Pengertian Rahn

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal
1150 KUHPerdata bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh
kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang
memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan
piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor
lainnya, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan
putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan.’

Pengertian gadai di atas sangat luas karena bukan hanya
mengatur tentang pembebanan jaminan atas benda bergerak, tetapi
meliputi juga di dalamnya mengenai kewenangan kreditor untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut melalui eksekusi

(pelelangan).

®Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006),
Cet ke 3, h. 178.
'R Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata..., h. 297.
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Sedangkan ar-rahn secara etimologi ar-rahn berarti tetap dan
kekal, atau pengekangan dan keharusan atau jaminan.?

Adapun para ulama klasik dan kontemporer mendefinisikan ar-
rahn sebagai berikut:

Sayyid Sabiq menyatakan ar-rahn adalah menjadikan barang
berharga menurut pandangan syara sebagai jaminan utang.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Muhamad Rawwas Qal’ahji berpendapat bahwa ar-rahn adalah
menguatkan utang sebagai jaminan utang.

Nursun Haroen ar-rahn adalah menjadikan satu (barang)
sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan
sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya ataupun
sebagiannya.’

Menurut ulama Syafi’iah rahn adalah menjadikan suatu benda
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran Kketika
berhalangan dalam membayar utang.

Menurut ulama Hanabilah rahn adalah harta yang dijadikan

jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang

8Rahmat Syafei, Figih Muamalah..., h. 159.
’Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media
Group, tt), h. 265.
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berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada
pemberi pinjaman.

Dari penjelasan para ulama di atas maka dapat diambil
pengertian ar-rahn adalah penyerahan suatu barang dari al-rahin
kepada al-murtahin sebagai jaminan hutang yang bertujuan untuk
menghindari kerugian murtahin jika rahin tidak bisa membayar
hutangnya di kemudian hari. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan
erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya, sebenarnya
pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan utuk tolong
menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa maupun tidak
mempunyai uang dalam keadaan kontan, namun untuk ketenangan
hati, pemberian utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan
dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh
meminta jaminan dalam bentuk barang berharga. Dengan demikian
dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut hanya sebagai bentuk
kepercayaan atas utang saja dan statusnya bertahan di tangan pemberi
utang atau yang menerima barang gadaian atau murtahin. Pegadaian
bertanggungjawab menyediakan atau membayarkan biaya upah
menjaga atau pemeliharaan barang gadai, berdasarkan pertanggungan

tersebut pegadaian tidak ada hak mengenakan syarat dalam akad gadai
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bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadai, karena
tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya.Tidak ada bayaran upah
dikenakan pada perkara yang diwajibkan.

Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga yang memberikan
fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pembiayaan secara
praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasanya lebih mudah diperoleh
oleh bagi calon nasabah karena meminjamkan barang-barang yang akan
digadikan di lembaga pegadaian syariah. Kemudahan ini membuat
lembaga pegadaian syariah diminati oleh kalangan masyarakat yang
membutuhkan dana pembiayaan. Karena itu lembaga pegadaian syariah
secara relative mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan
lembaga keuangan lainnya.

Konsepsi lembaga gadai syariah dalam perusahaan tentunya
tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah lainnya dalam hubungan
antarpribadi, alternatif yang tersedia untuk lembaga gadai syariah juga
ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian utang piutang dengan
gadai dalam bentuk al-gardhulhassan, dan hubungan dalam rangka
nperjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah.
Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang alam

atau rabb almal, nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga
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bertindak sebagai mudharib, bergantung pada alternatif yang
dipilih.Aspek-aspek kepentingan yang perlu diperhatikan pada lembaga
gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek
sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur
dan aspek pengawasan.™

Dalam memahami konsep gadai syariah di atas, sebenarnya
lembaga gadai syariah untuk hubungan antarpribadi sudah oprasional,
setiap orang bisa melakukan perjanjian utang piutang dengan gadai
secara syariah, pada dasarnya konsep utang piutang secara syariah
dilakukan dalam bentuk al-gardulHassan. Pada bentuk ini tujuannya
adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial, gadai yang
melengkapi perjanjian utang piutang sekadar memenuhi anjuran. Tidak
ada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman bagi peminjam,
kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya perjanjian utang.

1. Dasar hukum rahn
e o 2w o DA S
OB Aol D p GE 1ylas H) L e kS ol
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Apabila kamu dalam perjalan (dan bermuamalahlah tidak secara
tunai). Sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis,

M Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2012), h.278.
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hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang. (Qs. Al-
Bagarah: 283)."

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa gadai (Rahn) hukumnya
diperbolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan
maupun orang yang tinggal di rumah. Dalam al-Quran surat al-
Bagarah ayat 283, dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya
merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, maka pada
dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata
mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang
membutuhkan dalam bentuk marhun sebagai jaminan, kemudian ia
tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal
penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya
sesuatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu
menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang beharga
sebagai jaminan yang dapat dipegang atau utang. Hal ini dipandang
perlu karena untuk menjaga kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu
sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak
menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu

perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

“Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 49.
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Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah
dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau untuk
menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus
berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang
berhutang membayar piinjamannya, maka barang yang ada si
peminjam itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang
berhutang pada hakikatnya dianggap sebagai orang yang amanah
sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya
itu tepat pada waktunnya, agar orang yang memberikan pinjaman
tidak memperoleh kerugian. Namun dalam kasus lain dimana orang
yang berpiutang memberikan kepercayaan yang besar kepada orang
yang berhutang sehingga tidak ada jaminan, maka dalam kondisi
seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat kembali kepada
ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak
mendzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara bathil.

Sebagaimana firman Allah SWT lanjutan dari ayat diatas

Al-Quran surah Al-Bagarah: 283

O .
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“’Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang

lain, hendaklah yang percaya itu menunaikan amanahnya

(utangnya)’>.*2

Selain itu penjelasan dari ayat di atas disimpulkan bahwa
yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak
mendapatkan juru tulis, dari yang diberi atau yang dititipi bahwa
sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan
terpelihara sebagaimana mestinya dan pada saat yang menyerahkan
memintanya kembali maka untuk memudahkan jalannya muamalah
ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini
Islam memeberikan keringanan dalam melaukan transaksi lisan dan
juga harus menyerahkan barang tanggungan kepeda yang memberi
utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Dalam hal ini orang
yang berutang memegang amat berupa utang, sedangkan yang
berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan, maka
keduanya harus memegang amanat masing-masing sebagai tanda
tagwa kepada Allah SWT.

Amanah adalah kepercayan diri yang memberi terhadap
yang diberi, atau yang dititipi bahwa sesuatu yang diberikan atau

dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., h. 49.
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pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan
menerima utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan yang dititipi,
yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari
pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana
adanya dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan memeinta
melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua belah pihak.

Adapun hadist yang berkaitan dengan rahn adalah:

S GGb {oos T i oy ol ‘waf‘ of
J_;.x}:fae\.pﬁ:\.:m;é&\

“Bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan

pembayaran tempo dan beliau mengadaikan baju perangnya’’ (HR.
Bukhari dan Muslim).?

Berdasarkan hadist tersebut para ulama sepakat bahwa ar-
rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat
jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai
kebolehan atas status hukum gadai.**Agar gadai tersebut dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya
petunjuk (Fatwa) dari lembaga yang berwenang. Di Indonesia
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa

adalah Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-

3 Asy-Syaukani, Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Jilid ke 3, h.

123.

¥Abdul Rahman Ghazali, Dkk, Figih Muamalat..., h. 266.
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MUI), terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan

adalah:

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia
No0.25/DSN-MUI/I/2002 tentang Rahn. Dinyatakan bahwa
pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang
dalam bentuk rahn dibolehkan Ketentuan umum:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
mahun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan
barang dilunasi)

2. Marhun manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya
marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya
itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanman narhun pada dasarnyan
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya pemeliharaan pernyimpanan tetrap menjadi
kewajiban rahin

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh

ditentukan berdasarkan jumpah pinjaman
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5. Penjualan marhun
a) Apabila jatuh tempo, murtahin memperingatkan rahin untuk
segera melunasi utangnya
b) Apabila rahin tidak tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka marhun dijual/dilelang melalui lelang sesuai syariah
c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar
serta biaya penjualan
d) Kelebihan hasil penjualan dari marhun menjadi milik rahin
dan kekurangnnyan menjadi kewajiban rahin.™
Dari fatwa tersebut agar berlaku meningkat, maka perlu
tindak lanjuti oleh pememrintah melelui otoritas yang terkait
menjadi produk hukum yang berlaku formal.
2. Syarat dan Rukun Rahn
Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi
sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, tanpa memenuhi
ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak
sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian

gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang

>Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group
2014), h. 365.
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berkepentingan, mengenai kapan diperbolehkannya untuk
menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci.
Namun pada prinsipnya, gadai yang merupakan sifat tabi’iyah
karena pelaksanaan perjanjian tergantung dari berlakunya akad lain
yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai suatu yang
dibutuhkan dalam akad atau perjanjian.
Adapun syarat yang harus dilakukan kepada seseorang
dalam melakukan akad atau perjanjian gadai yaitu sebagai berikut.
Para ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun
ar-rahn. Menurut jumhur ulama rukun ar-rahn yaitu ada empat:
a. Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)
b. Shigat (lafadz ijab dan gabul)
c. Utang (al-marhun bih)
d. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (al marhun)
Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa
dalam menjelaskan rukun ar-rahn itu ada empat yaitu : dua orang
yang berakad (agidain), yaitu yang menggadaikan atau yang
berutang (rahin) dan yang menerima barang gadai (murtahin),
selanjutnya harta atau barang yang digadaikan yang dijadikan

sebagai jaminan (marhun), dan hutang (marhun bih), serta ijab dan
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kabul (shighah) Namun, menurut pandangan Hanafiyah ini untuk
sempurna dan meningkatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya
penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang
melakukan akad (ar-rahin dan al-murtahin), harta yang dijadikan
jaminan (al-marhun) dan utang (al-marhun bih) menurut ulama
hanafiah hanya termasuk syarat-syarat ar-rahin, bukan rukunnya.®
Adapun syarat-syarat ar-rahn para ulama figh menyusunnya
sesuai rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-
rahn adalah sebagai berikut:
a. Persyaratan Aqid
Keduannya orang yang akan melakukan akad harus
memenuhi kriteria, al-ahliyah, menurut ulama Syafiah ahliah
adalah seorang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan
mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan
demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang
bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan
rahn.
Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahn

seperti pengertian ahliyah dalam jual. Rahn tidak boleh

®Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2016), h. 193.



75

dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil
yang belum baligh.Begitu juga seseorang wali tidak boleh
menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika
dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangangnya
yang dapat dipercaya.

b. Syarat Sighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn
tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.Hal
ini karena, sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu,
syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

Adapun menurut selain ulama Hanafiyah, syarat dalam
rah ada yang shahih da nada yang rusak.Penjelasannya adalah
sebagai berikut.

1) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada
tiga:
a) Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepet
membayar sehingga jaminan tidak disita.
b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti

mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya
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diberikan makanan tertentu, syarat seperti itu batal,
tetapi akadnya sah.

c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu
yang akan merugikan murtahin.

2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi
dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn fasid adalah rahn
yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan atau dipalingkan, ungkapan ulama
Hanabilah sependapat dengan ulama Malikiyah yakni rahn
terbagi dua rahn sahih dan rahn fasid.

c. Syarat Marhun Bih (utang)
Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn.

Sedangkan Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan
hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang
yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun
bentuk barang.

2) Marhun bih memungkinan dapat dibayarkan jika marhun
bih tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak, sah, sebab

menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya rahn.
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3) Hak atas marhun bih harus jelas dengan demikian, tidak
boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang
mana menjadi rahn.

4) Harus jelas dan tertentu oleh karena ituy apabila seseorang
memberikan marhun atas salah satu dari kedua utangnya,
tanpa menjelaskan marhun yang diserahkan itu untuk utang
yang mana, maka hukumnya tidak sah karena hal tersebut
termasuk kedalam hak yang samar.

Sedangkan ulama Hanabbilah dan Syafiiyah berbeda
pendapat dengan, ulama Hanafiyah yang menguraikan syarat
marhun bih adalah sebagai berikut:

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
b) Utang harus lazim pada waktu akad
¢) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
d. Syarat Marhun (Brog)
Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh
rahn.Dalam mengartikan syarat murtahin ulama figh sepakat

mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang jual-
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beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak

murtahin.'’

3. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

1)

2)

Hak pemegang gadai

a) Pemegang gadai berhak menjual barang jaminan marhun,
apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi
kewajiban sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil
penjualan marhun tersebut diambil sebagai untuk melunasi
marhun bih danm sisanya dikembalikan kepada rahin.

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya
yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.

c) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak
untuk menehan marhun yang diserahkan oleh pemberi
gadai.

Kewajiban pemegang gadai

a) Pemberi gadai berehak untuk mendapatkan kembali marhun,

setelah pemberian gadai melunasi marhun bih.

Y"Rahmat Syafei, Figh Muamalah..., h. 163
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b) Pemberei gadai berhak menuntut ganti kerugian dari
kerusakan dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan
oleh bkekakaianb murtahin

c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari
penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun
bih, dan biaya lainnya.

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila
murtahin telah jelas menggunakan marhun.

3) Kewajiban pemberi gadai.

a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih,
yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu
yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah
ditentukan murtahin.

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas
marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu telah
ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kerpada

murtahin.®

http//ceknenang.blogspot.com/diakses pada selasa 11 juli 2018/pukul
18:23.
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4,

Berakhirnya Akad Rahn
Untuk supaya tidak ada pihak yang dirugiukan, dalam gadai
tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai
diucapkan.Apabila rahin tidak mampu melunasi hutangnya hingga
waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin
sebagai pembayaran utang.'® Sebab ada kemungkinan pada waktu
pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga
marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin, yang harus dibayar
yang akan mengakibatkan ruginya dari pihak murtahin, sebaliknya
ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang
telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang
harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.
Akad rahn akan berakhir atau batal disebabkan hal-hal
berikut.”®
a. Diserahkannya marhun kepada rahin, karena marhun
merupakan kepercayan atau jaminan disebabkan adanya utang,
maka apabila marhundiserahkan kepada rahin (pemiliknya),

berarti tidak ada lagi jaminan, selain itu dipandang berakhir

“Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,

2014), h. 106.

°Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah..., h. 199-200.
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akad jika murtahin meminjamkan marhun, baik kepada rahin
sendiri atau kepada orang lain atas seizing rahin.

b. Rahin melunasi semua utangnya

c. Rahin dipaksa harus menjual marhun atas perintah hakim atau
hakim terpaksa menjualnya atau melelangnya jika rahin
menolak. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah akad
rahin batal apabila rahin menjual marhun. Dalam keadaan
demikian utang masih tetap tanpa akad

d. Terbebasnya utang dengan cara apa pun, misalnya dengan cara
akad pemindahan utang kepada orang lain, (hiwalah)

e. Murtahin membatalkan akad, sekalipun tanpa izin rahin. Karena
hal tersebut merupakan hak perogatifnya. Selain itu karena akad
rahn bagi murtahin bersifat tidak mengikat (ghair lazim). Hal ini
berbeda dengan rahin yang bersifat lazim.

Untuk melaksanakan akad seperti karena di penjara, atau
sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad,
pendapat ini dikemukakan Malikiyah, juga menurut Hanafiyah akad
gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya rahin atau

murtahin sebelum dikuasainya barang jaminan (marhun) oleh
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murtahin, tapi tidak batal karena pailitnya rahin, sedangkan
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal, akan
tetapi bagi rahin mempunyai hak khiyar, yaitu memilih apakah
marhun tersebut mau diserahkan kemudian dikuasai tidaknya oleh

ahli waris murtahin.



